PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN

NOMOR 19 TAHUN 2013

TENTANG

PENGELOLAAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH

Menimbang :

Mengingat

a.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

bahwa  untuk  meningkatkan  pertumbuhan dan
perkembangan perekonomian daerah, dalam rangka
pelaksanaan otonomi daerah yang nyata dan bertanggung
jawab, diperlukan upaya dan usaha untuk menambah
sumber pendapatan daerah melalui penyertaan modal

pemerintah daerah;

bahwa agar penyertaan modal pemerintah daerah dapat
dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku, diperlukan suatu pengaturan
sebagai dasar pelaksanaan penyertaan modal oleh

pemerintah daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Daerah tentang Pengelolaan Penyertaan Modal Pemerintah

Daerah.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan
Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);



Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004, Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008, Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang
Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor
12, 13, 14 dan 15 Dari Hal Pembentukan Daerah-daerah
Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah
Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Tahun 1950
Nomor 59);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (lembaran Negara Republik
Indonesia tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang
Investasi Pemerintah  (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4812);

Peraturan Menteri Dalam Negeri 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Daerah Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 310);



10.

11.

Peraturan Menteri Dalam Negeri 52 Tahun 2012 tentang
Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun
2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2008 Nomor 2 Seri E,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman
Nomor 16);

Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun
2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi
Kewenangan Pemerintah Kabupaten Sleman (Lembaran

Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2008 Nomor 3 Seri E);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SLEMAN

Menetapkan :

dan

BUPATI SLEMAN

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN PENYERTAAN
MODAL PEMERINTAH DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sleman.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur

penyelenggara pemerintahan daerah.

Bupati ialah Bupati Sleman.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan

pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat

DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, dan Kecamatan.

S. Penyertaan modal pemerintah daerah, yang selanjutnya disebut

penyertaan modal, adalah pengalihan kepemilikan dari sejumlah uang



dan/atau barang yang dapat dinilai dengan uang milik daerah yang
semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan
yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal dan/atau saham
Pemerintah Daerah pada badan usaha.

Pengelola investasi pemerintah daerah selanjutnya disebut pengelola
investasi adalah pejabat pengelola keuangan daerah selaku bendahara
umum daerah.

Penasihat investasi adalah tenaga profesional dan independen yang
memberi nasihat kepada pemerintah daerah mengenai pelaksanaan
investasi pemerintah daerah.

Divestasi adalah penjualan kepemilikan pemerintah daerah baik sebagian

atau keseluruhan kepada pihak lain.

Pasal 2

Penyertaan modal bertujuan:

a.
b.

C.

(1)

(2)

meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah;
meningkatkan pendapatan daerah;

meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

BAB II
PENGELOLAAN PENYERTAAN MODAL

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

Pengelolaan penyertaan modal meliputi:

a. perencanaan;

b. pelaksanaan;

c. penganggaran, pelaksanaan anggaran, penatausahaan anggaran
dan pertanggungjawaban pemerintah daerah;

d. divestasi; dan

€. pengawasan.

Pengelolaan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d dilaksanakan oleh pengelola

investasi.



(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

Pasal 4

Penyertaan modal dapat dilaksanakan dalam bentuk uang dan/atau
barang yang dapat dinilai dengan uang sesuai dengan kemampuan

keuangan daerah.

Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan

kekayaan daerah yang dipisahkan.

Pasal 5
Penyertaan modal diberikan kepada badan usaha.

Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
a. badan usaha swasta berbentuk perseroan terbatas;

b. badan usaha milik negara;

c. badan usaha milik daerah; dan
d

koperasi.

Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dapat diberikan
penyertaan modal apabila badan usaha memiliki kriteria penilaian layak
dari aspek ekonomi dan sosial antara lain:

a. manajemen badan usaha;

b. kesehatan usaha; dan

c. tingkat manfaat secara ekonomi dan/atau sosial yang dapat

diberikan oleh badan usaha kepada daerah.

Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria badan usaha yang dapat
diberikan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur

dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Perencanaan

Pasal 6

Pengelola investasi dalam melakukan penyertaan modal kepada badan

usaha menyusun perencanaan penyertaan modal.

Perencanaan penyertaan modal merupakan proyeksi jumlah dana yang

bersumber dari APBD untuk melaksanakan penyertaan modal.



(3)

(4)

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

(3)

Perencanaan penyertaan modal pemerintah daerah dituangkan dalam

rencana kegiatan penyertaan modal pemerintah daerah.

Rencana kegiatan penyertaan modal pemerintah daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Bupati untuk mendapat

persetujuan.

Pasal 7

Pengelola Investasi menyusun analisis penyertaan modal sebelum

melakukan penyertaan modal.

Analisis penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan oleh penasehat investasi untuk mendapatkan nilai wajar.

Analisis penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
meliputi:

a. analisis kelayakan;

b. analisis portofolio;

C. analisis risiko.

Penasihat investasi pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan

Pasal 8

Penyertaan modal dilaksanakan berdasarkan pada hasil analisis

penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3).

Pelaksanaan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar

penganggaran dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah.



(1)

(2)

(1)

(2)

Pasal 9

Pelaksanaan penyertaan modal dilaksanakan oleh pengelola investasi
dituangkan dalam perjanjian penyertaan modal antara pengelola investasi
dengan badan usaha yang mendapatkan penyertaan modal Pemerintah

Daerah.

Perjanjian penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaporkan kepada Bupati.

Bagian Keempat
Penganggaran, Pelaksanaan Anggaran, Penatausahaan Anggaran dan

Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah

Pasal 10

Penyertaan modal dalam bentuk uang dialokasikan dalam Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah.

Penyertaan modal dalam bentuk barang dilaksanakan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Penganggaran, pelaksanaan anggaran, dan penatausahaan anggaran

dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(1)

(2)

Pasal 12

Pengelola investasi dalam rangka pertanggungjawaban penyertaan modal

menyusun laporan kegiatan penyertaan modal pemerintah daerah.

Laporan kegiatan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terdiri atas:

a. laporan posisi portofolio penyertaan modal;



(3)

(4)

(5)

(1)

(2)

(3)

(4)

()

(1)

(2)

b. laporan hasil penyertaan modal;

c. laporan hasil kinerja penerima penyertaan modal.

Pengelola investasi berdasarkan materi laporan kegiatan penyertaan
modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan evaluasi atas

penyertaan modal yang dilakukan.

Hasil evaluasi penyertaan modal menjadi salah satu dasar pertimbangan
pengalokasian anggaran penyertaan modal pada anggaran pendapatan
belanja daerah dan evaluasi pelaksanaan penyertaan modal kepada badan

usaha.

Laporan kegiatan penyertaan modal disampaikan kepada Bupati.

Bagian Kelima

Divestasi

Pasal 13
Pemerintah Daerah dapat melakukan divestasi.

Divestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan

pertimbangan penyertaan modal pemerintah daerah diperkirakan rugi.
Divestasi dilaksanakan berdasarkan hasil analisis penasihat investasi.

Divestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui

penjualan kepemilikan penyertaan modal.

Hasil divestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan

penerimaan daerah.

Bagian Keenam

Pengawasan

Pasal 14

Organisasi perangkat daerah yang membidangi pengawasan bertanggung

jawab dalam pengelolaan penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 3 ayat (1) huruf e.

Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemantauan

dan pengendalian.



BAB III
PENUTUP

Pasal 15
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten

Sleman.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 31 Desember 2013

BUPATI SLEMAN,

SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman

pada tanggal 31 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,

SUNARTONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2013 NOMOR 3 SERIB



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN
NOMOR 19 TAHUN 2013

TENTANG

PENGELOLAAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH

UMUM

Dalam rangka menumbuhkan perekonomian daerah dan
meningkatkan kemampuan daerah untuk melaksanakan urusan rumah
tangga serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, maka perlu
dilakukan upaya yang nyata dan bertanggung jawab dalam bentuk usaha-
usaha untuk menambah sumber pendapatan daerah yang sah menurut
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Salah satu usaha dalam rangka menambah sumber pendapatan
derah dapat dilakukan dengan cara melakukan investasi melalui
penyertaan modal dalam bentuk uang dan/atau barang yang dapat dinilai
dengan uang. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah
Daerah dapat melakukan investasi daerah melalui penyertaan modal
sebagai salah satu usaha untuk menambah sumber pendapatan daerah.
Berdasarkan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52
Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah,
Bupati mempunyai kewenangan menetapkan kebijakan pengelolaan
investasi pemerintah daerah.

Penyertaan modal bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan dan
perkembangan perekonomian daerah, meningkatkan pendapatan daerah,
meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penyertaan modal oleh
Pemerintah Daerah dilakukan kepada Badan usaha terdiri dari badan
usaha swasta berbentuk perseroan terbatas, badan usaha milik negara,

badan usaha milik daerah, dan koperasi.
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II.

Supaya penyertaan modal pemerintah daerah dapat dilaksanakan
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka
diperlukan suatu pengaturan sebagai dasar pelaksanaan penyertaan
modal oleh pemerintah daerah.

Atas dasar pertimbangan dimaksud perlu membentuk Peraturan
Daerah Kabupaten Sleman tentang Pengelolaan Penyertaan Modal

Pemerintah Daerah.

PASAL DEMI PASAL
Pasal 1

Cukup jelas.
Pasal 2

Cukup jelas.
Pasal 3

Cukup jelas.
Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5
Ayat (1)

Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Huruf a
Yang dimaksud dengan manajemen adalah kepatuhan
badan wusaha dalam mengelola usahanya terrhadap
peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain:
1. rencana kegiatan dan anggaran perusahaan;
2. laporan perhitungan tahunan; dan
3. laporan periodik.
Huruf b
Yang dimaksud dengan kesehatan usaha adalah faktor-
faktor yang mempengaruhi tingkat kesehatan usaha, antara
lain:
1. permodalan (capital);
aset (asset);
manajemen (management);

rentabilitas (earning); dan

a bk L bd

likuiditas (liquidity).
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Huruf ¢

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.
Pasal 6

Cukup jelas.
Pasal 7
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Huruf a
Yang dimaksud dengan analisis kelayakan antara lain
meliputi analisis ekonomi dan sosial.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 8
Cukup jelas.
Pasal 9
Cukup jelas.
Pasal 10
Cukup jelas.
Pasal 11
Cukup jelas.
Pasal 12
Cukup jelas.
Pasal 13
Ayat (1)
Pemerintah Daerah dalam melakukan divestasi harus

mempertimbangkan aspek sosial maupun ekonomi.
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Ayat (2)
Yang dimaksud dengan diperkirakan rugi adalah perkiraan
kerugian badan usaha baik dari aspek sosial maupun ekonomi.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN NOMOR 80
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